BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset sebagai Barang Milik Daerah serta didapatkan melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Negara ( ﬁPEN} yang men{;ahrp wewenang dan kewajiban

Menurut Rahman (2016) menyatakan bahwa permasalahan dalam
penghapusan Barang Milik Daersh tidak bisa dianggap ringan, disebabkan
Barang Milik Daerah dikussai oleh suatu instansi pemerintah don tidak
memperhatikan mengenai permasalahan penghapusan Barang Milik Daersh
tersebut, maks kemungkinan akan mwuncul kondisi barang yang belum
dihapuskan tidak dapat dipakai atau tidak bisa memberi kontribusi terhadap



aktivitas operasional pemerintahan, maka secara tidak langsung akan menjadi
beban pemeliharaan dan dalam pengelolzannya diwsulkan sebagsi anggaran
beban pemeliharaan.

Pejabat Daerah memiliki wewenang untuk mengurus dan mengelola
barang-barang vang adn, maka dengan itu ditugaskan untuk selalu mengamati
dan mengatur barang milik daer: serla dapat dipergunakan sesuai
dengan kebutuhan e . i

likanmya dikarenakan

! = enada Daerah II.II}'EEE
il sl keputusan  untuk
penghapusan.

Menurut Putu Wawan Martina {2018) mengungkapkan bahwa dalam
menindaklanjuti Barang Milik Daerah vang mengalami kondisi rusak berat
tindakan terakhir dalam menghadapi permasalahan tersebut yasitu dengan
melakukannys penghapusan Barang Milik Daerah. Hal tersebut merupakan
salah satu unsur dari sistem pengelolaan Barang Milik Daerah dan penghapusan



Barang Milik Daerah mempunyai peranan penting dalam tata kelola yang baik
dan teratur. Kemudian keteraturannya penghapusan Barang Milik Duerah ini
sebagai indikator bahwa Barang Milik Daerah merupakan sarano penting dalam
menunjang pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat telah dikelola
secara optimal.

mengrus serta mengalami penurunan 1
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daftar barang milik

ATl 0 erat dan pengelolaannya
telap diajukan scbagai snggaranbi gn. Duri segi unggaran
kendarsan yang sudah tom' i dibwtubian lebih tinpoi terhadap bisya perawat
schingga nilainya tidak efisien saat digunakan (Rusqgiati, 2020). Maka hal
tersebut menjadi masalah yang serius yang perlu perhatiannya  dari
pemerintahan, jika tiduk adanya perhatian dari pemerintsh muka akan terjadinya
pengeluaran biaya yang lebih dikarenakan harus banyak mengeluarkan biaya
dan pemeliharaan terutama barang yang bergerak.



Berdasarkan pelaksanaan observasi dari data penulis dapatkan di
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman terlihat ada
barang yang seharusnya bisa dilakukon untuk dihapuskan dari daftar Barang
Milik Daerah tetapi masih dibiarkan di dalam gudang penyimpanan,
Berdasarkan temuan dilapangan hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKADY) tidak melfakukan penghapusan terhadap barang tersebut disebabkan

in Barang Milik Daerah , maka dari itu peng
dibayangkan oleh pads masyarakat un
gian mnhpnrhdlpm']:uﬁhnknma harane sex
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Agiz (2018) bahwa Penghapusan bamn erah haris melalui

penelitinn terdahule menurut Ricky prayoga (2020)
menyatakan bahwa kondisi yang melatarbelakangi kegiatan penghapusan
Barang Milik Daerah disebabkan antara lain adanya aset Barang Milik Daerah
telah mengolami rusak berat dan sudah tidsk dopat digunakan lagi atau
dimanfaatkan. Schingga sudah layak untuk dihapuskan dengan menempuh tata
cara yang berlaku sesuai dengan pemenmiahan berlaku. Apabila aset vang
mengalami rusak berat dan sudah tidok dapat digunakan dalam pelaksanaan



operasional pemerintahan akan mengalami tingginya biaya dan apabila tidak
dilakukan penghapusan maka akan mengalami penumpukan barang di dalam
oudang penyimpanan sehingga akan menghabiskan tempat dan terjadi
kelebihan kapasitas dalam gudang penyrmpanan barang tersebut. Maks melihat
dari kondisi tersebut perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah supaya
tidak menemukan permiasalahan bam dan ap:l:niapmgimpman terlaksana akan

E02.432.705,8] dan

Duerah akan muncul jika
pemerintah tidak segemnmpmsespmghnpmm;mdmakﬂn mengakibatkan
penumpukan barang milik daerah rusak berat. Fransiska (2018) menyatakan
bahwa permasalahan penghapusan tidak boleh dianggap mudah apabila tidak
adanya perhatian secara serius maka akan muncul kondisi di mana barang vang
belum dihapuskan tidak dapat digunakan atau tidak memberikan kontribusi dan
secara langsung hanya dapat membebani biaya pemeliharzan. Selain dapat
membebani biaya pemeliharagn vang tinggi permasalahan selanjutnya apabila



tidak melakukan penghapusan akan muncul berupa kondisi terjadinya
penumpukan barang di dalam gudang penyimpanan sehingga akan mengalami
kelebihan kapasitas penyimpanan dan tidak mudah dalam melakukan
pengadann Barang Milik Daerah kembali. Benkut adalah hasil realisasi
penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak terpakai atou rusak berat
di BEAD Kabupaten Sleman yang tersaji dalam tabel 1 sebagai berikut :

Jumlah Barang yang
n ihnpuskan

=)

daraan Bermotor Rd 3, 4 & 6 |
Alat Berat .
Total
Kendarnan Bermotor Bd. 2 & 4
Total
| : Luporan Penghapusan di BRAD
Berdasarkan tabel | diatas dapat di
hapusan Barang Milik Daerah di BKAD - ini dalam
R 0 (o S
uskan sebanyak 71
BKAD melakukan

terhadap banyaknya aset Bamng Milik Daerah disebabkan barang tersebut
mengalami rusek berat atau sudah tidok lavak pakai dalam kegiatan operasional
Pemerintahan serta adanya dokumen tidak lengkap akibat dari kelalaian pihak
pengguna barang. Maka apabila tidak dihapuskan akan muncul permasalahan
vaitu membutuhkan biaya pemeliharaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
Pemanfaatan dari barang tersebutl terhadap kegiatan operasional. Selain itu,



terdapat kekeliruan terhadap SDM yang mengurus mengenai penghapusan
Barang Milik Daerah di BKAD Kabupaten Sleman ditemukan beberapa yang
tidak sesuai dengan kualifitasi. Oleh karena itu kurang sesual dengan formasi
jabatan yang ada,

Maka berdasarkan penjabaran diatas, peneliti ingin melakukan
penelitian mengenai proses penerapiifindan keefektifan dalam melakukan
eneliti melakukan penelitian dengan
rkat dalam penelitian
i Dacrah Pada Badan

1.3 Tujuan Penclitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
|. Untuk mengetahui implementasi penghapusan Barang Milik
Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daemsh (BKAD)
Kabupaten Sleman ini.
2. Untuk mengetahui dan sebagai evaluasi mengenai kendala yang
menjadi hambatan dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik
Daerah.



1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaal Teoritis
a) Menjadi rujukan schagai sumber pengetshuan pembaca
penghapusan barang miltk deerah di Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sleman.
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